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STRATEGI PELAKSANAAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMER 
23 TAHUN 2011 TENTENG PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZNAS 
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 
Abstrak 
Penelitian ini berjudul “Strategi Pelaksanaan Penerapan Undang-Undang Nomer 
23 Tahun 2011 Tenteng Pengelolaan Zakat Oleh Baznas Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2018”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (a). strategi pelaksanan 
penerapan undang-undang No. 23 Tahun 2011, (b). kesesuaian pelaksanaan 
BASZNAS Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan dengan undang-undang 
No. 23 Tahun 2011. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, adapun data kami 
kumpulkan dengan wawancara dan observasi langsung dengan pihak terkait. 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 merupakan undang-undang tentang 
pengelolaan zakat terbaru di Indonesia. Sebelumnya ada undang-undang No. 38 
tahun 1999. Adanya undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentunya menjadi 
paradigma baru dalam perzakatan di Indonesia. Dalam hal ini diaturnya dalam 
undang-undang No. 23 tahun 2011 secara jelas mengenai keanggotaan dan 
sebagainya. Meski pada awalnya undang-undang baru ini terdapat kontroversi dari 
kalangan umat Islam pada Umumnya dan cendekiawan pada khususnya, bahkan 
permasalahan ini sampai pada tingkat mahkama konstitusi. BAZNAS Kabupaten 
Karanganyar merupakan salah satu BAZNAS yang tergolong sukses dalam 
menerapkan undang-undang No. 23 Tahun 2011. Hal ini karena strategi yang 
dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar dalam menerapkannya. Strategi 
yang dilakukan antara lain: pertama, bekerjasama dengan orang-orang 
professional dalam proses sosialisasi undang-undang No. 23 Tahun 2011. Kedua, 
menggunakan kekuasaan. Dari strategi tersebut undang-undang No. 23 Tahun 
2011 dapat diterapkan sebagai pedoman dalam menjalankan perzakatan. Dalam 
pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Karanganyar mampu mengelola zakat 
dengan baik. Hal ini tidak lepas dari undang-undang No. 23 tahun 2011 sebagai 
pedoman dalam menjalankan zakat. 
Kata Kunci : Strategi Pengelolaan Zakat, Undang-undang No. 23 Tahun 2011, 
BAZNAS Kabupaten karanganyar 
 
Abstract 
This research is entitled "Strategy for Implementing Law Number 23 of 2011 
Regarding the Management of Zakat by Baznas in Karanganyar Regency 2018". 
This study aims to find out: (a). strategy for implementing the law no. 23 of 2011, 
(b). the suitability of the implementation of BASZNAS in Karanganyar Regency 
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in the management of Law No. 23 of 2011. This research is descriptive 
qualitative, as for the data we collect by interview and direct observation with 
related parties. Law No. 23 of 2011 is a law on the management of the latest zakat 
in Indonesia. Previously there was law No. 38 of 1999. The existence of law No. 
23 of 2011 is certainly a new paradigm in zakat in Indonesia. In this case, it is 
regulated in Law No. 23 of 2011 clearly concerning membership and so on. 
Although at the beginning of the new law there was controversy among Muslims 
in general and scholars in particular, even this problem reached the level of the 
constitution. BAZNAS Karanganyar Regency is one of the BAZNAS which is 
classified as successful in implementing Law No. 23 of 2011. This is because of 
the strategy carried out by the BAZNAS in Karanganyar Regency in 
implementing it. The strategies carried out include: first, collaborating with 
professional people in the process of socializing the law No. 23 of 2011. Second, 
using power. From this strategy the law No. 23 of 2011 can be applied as a 
guideline in carrying out zakat. In the management of BAZNAS zakat, 
Karanganyar Regency is able to manage zakat well. This cannot be separated 
from law No. 23 of 2011 as a guideline in carrying out zakat. 
Keywords: Strategy Manajement of  Zakat, Law no. 23 of 2011, Karanganyar 
Regency BAZNAS 
1. PENDAHULUAN 
Zakat Secara etimologis berasal dari kata dasar bahasa arab zaka yang berarti 
berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Sedangkan secara terminologis di 
dalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang 
diwajibkan Allah Swt supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak 
menerima oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat.
1
  Dalam pasal 1 ayat 
(2) Undang-Undang No 23. Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Zakat adalah 
harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk 
diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
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Berdasarkan Undang-Undang tersebut orang yang berhak menerima zakat 
sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No 23. 
Tahun 2011 disebut dengan Mustahik. 
                                                             
1 Umrotul Khasanah , Manajemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi 
Umat (Jakarta: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 34 
2
 Undang-Undang  No. 23 Tahun 2011, tentang pengelolaan zakat, hlm. 2. 
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Di dalam al-qur’an banyak ayat-ayat yang menerangkan secara tegas 
memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah untuk melaksanakan zakat 
tersebut seringkali beriringan dengan perintah pelaksannan shalat. Hal ini 
mengidentifikasi urgensi zakat dalam kehidupan umat Islam. Adapun dalil tentang 
zakat yang diiringi oleh shalat diantaranya : 
 ۟اوُمِيَقأَونيِعِك َّٰرلٱ َعَم ۟اُوعَكْرٱَو َةٰوَك َّزلٱ ۟اُوتاَءَو َةٰوَل َّصلٱ  
Artinya : dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-
orang yang ruku’. (Q.S. Al-Baqoroh, 2:43).3 
Perintah zakat selalu beriringan dengan perintah shalat karena kedua 
perintah tersebut memiliki tujuan yang hampir sama, yakni perbaikan kualitas 
kehidupan masyarakat. Zakat bertujuan membersihkan diri dari sifat rakus dan 
kikir, dan mendorong manusia untuk mengembangkan sifat kedermawanan dan 
sensitivitas kesetiaan sosial. Demikian pula halnya dengan shalat, shalat bertujuan 
menghindarkan kehidupan manusia dari fakhsya (kajahatan) dan munkar 
(kerusakan). 
Berkaitan dengan munculnya Undang-Undang pengelolaan zakat yang 
baru, perlu kiranya Saya menjelaskan beberapa pasal yang mengalami perubahan. 
Dalam hal ini Undang-Undang yang lama tidak diatur secara spesifik mengenai 
keanggotaan, sehingga masyarakat masih memiliki kebebasan dalam mengelola 
zakat. Proses ini tentunya belum bisa terpantau oleh pihak negara sehingga 
diperlukanlah Undang-Undang yang baru guna mengefektifkan dan 
mengefisiensikan pengelolaan zakat di Indonesia. 
Kelahiran UU No. 23. Tahun 2011 menandai era baru transformasi atau 
perubahan zakat nasional yang telah melahirkan paradigma baru tentang 
pengelolaan zakat di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 
2011 tentunya tidak bisa langsung diterapkan di BAZNAS-BAZNAS di 
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Indonesia. Oleh karena itu UU tentang zakat ini hanya secara formal diberlakukan 
di BAZNAS-BAZNAS.  Oleh sebab itu perlu kiranya Saya menggali sebuah 
informasi penting di BAZNAS Karanganyar, sebab di BAZNAS tersebut UU 
Nomer 23 tahun 2011 dapat dijalankan secara maksimal, sehingga perlu bagi saya 
mencari tahu strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Karanganyar dalam 
melaksanakan penerapan undang-undang nomer 23 tahun 2011. 
2. METODE 
Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan atau field research. Penelitian 
lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di tempat penelitian. 
Adapun dalam proses penelitian Saya akan menggali informasi dan data 
sebanyak-banyaknya dari instansi terkait. Sedangkan pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan deskripstif-kualitatif. Adapun tempat yang dijadikan penelitian 
adalah BAZNAS kabupaten Karanganyar menjadi objek penelitian atau sumber 
utama untuk memperoleh informasi adalah Direktur BAZNAS Karanganyar atau 
orang-orang yang professional yang bekerja di BAZNAS kabupaten Karanganyar. 
Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data 
sekunder.  
Dalam proses penelitian, peneliti akan melakukan pengamatan terhadap 
suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 
memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.4 Disamping itu 
peneliti akan melakukan wawancara terhadap sumber untuk menggali informasi. 
Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi 
yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.
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Namun sebelumnya peneliti akan membuat kuisioner terhadap hal-hal yang ingin 
ditanyakan. Hal ini dilakukan agar wawancara yang dilakukan sesuai dengan apa 
yang peneliti harapkan. 
 
 
                                                             
4 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 
2013), hlm. 105 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Strategi Pelaksanaan Penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 
Dalam pelaksanaan Undang-Undang tidak akan selalu mudah apalagi undang-
undang tersebut terbilang cukup baru, sehingga harus ada penyesuaian dengan 
kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Undang- undang No. 23 Tahun 2011 
merupakan undang-undang tentang pengelolaan zakat terbaru. Awal munculnya 
undang-undang ini menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat khususnya para 
umat Islam yang menganggap bahwa adanya undang-undang yang baru sebagai 
usaha pemerintah untuk mengusai secara utuh mengenai pengelolaan zakat. 
Sebab sebelum munculnya undang-undang yang baru posisi antara 
pemerintah dan masyarakat masih sejajar dalam hal mengelola zakat, masyarakat 
bisa leluasa mengumpulkan zakat di masjid-masjid. Namun semenjak adanya 
undang-undang baru menegaskan bahawa orang yang berhak mengelola zakat 
adalah mereka yang ditunjuk oleh pemerintah hal ini tercantum dalam Undang-
Undang BAB III pasal 6. Dalam hal ini dinamakan dengan BAZNAS. Oleh sebab 
itu bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi. Namun ditegaskan 
kembali dalam undang-undang yang baru bahwa BAZNAS memiliki wewenang 
dalam membentuk yang namanya UPZ. 
Di awal penerapan undang-undang No. 23 Tahun 2011 oleh BAZNAS 
Kabupaten Karanganyar ada beberapa kendala khsusnya dalam hal tekhnis. 
Dimana masyarakat banyak mempertanyakan mengenai undang-undang tersebut. 
Namun seiring berjalannya waktu BAZNAS Kabupaten Karanganuyar berhasil 
menerapkan undang-undang tersebut. Tentunya dalam menerapkan undang-
undang tersebut butuh strategi yang layak agar masyarakat juga mau bekerjasama 
dan percaya terhadap BAZNAS. Adapun strategi penerapan Undang-Undang 
tersebut antara lain : 
a. Bekerjasama dengan Orang-Orang Profesional 
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Badan zakat nasional kabupaten Karanganyar dalam menerapkan 
undang-undang No. 23 Tahun 2011 mengunakan strategi ini dengan 
berbagai pihak, antara lain MUI dan Bupati Kabupaten Karanganyar. 
Tentunya cara ini digunakan untuk mengedukasi terhadap masyarakat 
terhadap pentingnya zakat. Dalam proses sosialisasi di masyarakat MUI 
menjelaskan mengenai urgensi zakat dalam prespektif agama Islam, 
sedangkan dari pihak bupati lebih kepada zakat dalam prespektif hukum. 
Banyak dari masyarakat yang masih belum setuju dengan adanya 
undang-undang baru. Sehingga diperlukanlah orang-orang yang bisa 
menjelaskan mengenai undang-undang No. 23 Tahun 2011. Sebab di 
masyarakat masih banyak para amil zakat yang mengumpulkan zakat 
bukan atas ditunjuk langsung oleh pemerintah. Karena itulah penjelasan 
mengenai undang-undang No. 23 Tahun 2011 sangat penting dikalangan 
masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang belum paham tentang 
undang-undang zakat yang baru bisa paham dengan baik. 
Dengan cara ini BAZNAS Karanganyar mendapatkan kepercayaan 
dari masyarakat, sehingga dalam proses pengelolaan khususnya 
pengumpukan bisa berjalan dengan baik. Kegiatan pengelolaan zakat di 
BAZNAS Karanganyar sangat mendapat dukungan penuh dari pihak 
pemerintah setempat, hal ini terbukti dengan berjalannya zakat profesi 
untuk para ASN. Tidak hanya itu pengumpulan zakat dikalangan 
masyarakat juga sangat lancar. Strategi ini juga sering dilakukan diawal-
awal sebelum undang-undang ini diterapkan. Sosialisasi kepada 
masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam proses penerapan 
undang-undang No. 23 Tahun 2011. 
b. Menggunakan Kekuasaan 
Strategi ini adalah langkah yang dilakukan oleh BAZNAS dengan 
bekerjasama bupati. Hal ini dilakukan agar bupati memberikan kebijakan 
kepada masyarakat muslim Karanganyar untuk membayar zakat bagi 
mereka yang sudah mempunyai harta yang cukup nisab dan haulnya. 
Karena zakat juga meruapakan kewajiban bagi umat Isalam untuk 
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melaksankannya. Dengan strategi ini masyarakat memiliki kesadaran akan 
pentingnya zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Apalagi pihak 
pemerintahan Karanganyar memberi contoh dengan tertib bayar zakat. 
Seruan ajakan inilah yang menajadi motivasi kepada semua pihak 
untuk berlomba-lomba dalam menjalankan kebaikan. Tanpa disadari di 
tahun 2014 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 diterapkan sebagai 
undang-undang yang menjadi dasar pengelolaan zakat di BAZNAS 
Kabupaten Karaganyar. 
3.2 Kesesuaian Antara Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh 
BAZNAS Kabupaten Karanganyar dengan Undang-Undang No. 23 
Tahun 2011 
Berdasarkan dengan data yang Saya peroleh tentang pengelolaan zakat oleh 
BAZNAS Kabupaten Karanganyar, kesesuaian pengelolaan zakat dengan undang-
undang No. 23 tahun 2011, menurut analisis yang Saya lakukan dalam 
pelaksanaan pengelolaan sudah sesuai. Hal ini bisa dilihat dari bebrapa faktor. 
a. Pengumpulan 
Dalam Al-Qur’an ayat yang memerintahkan kepada kaum muslimin untuk 
membayar zakat terdapat dalam QS. At-taubah ayat 103 sebagai berikut:
6
 
 ََكتَلََص َِّنإ ۖ ْمِهَْيلَع ِ لَصَو اَِهب ْمِهي ِ كَُزتَو ُْمهُر ِ هَُطت ًَةَقدَص ْمِهِلاَوَْمأ ْنِم ْذُخ
ميِلَع ٌعيِمَس ُ َّاللََّو ۗ ْمَُهل ٌنَكَس ٌ  
Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah: 103). 
Pengumpulan zakat menurut undang-undang No. 23 Tahun 2011 dalam  
BAB III  pasal 21 sampai 24, menjelaskan bahwa dalam rangka pengumpuan 
zakat, seorang muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya 
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 Departemen Agama RI, hlm. 92 
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(harta). Jika dalam hal ini seorang muzaki tidak bisa menghitung sendiri atas 
hartaya maka dapat meminta bantuan terhadap BAZNAS. Dalam hal ini 
masyarakat karanganyar bila mana memiliki harta yang banyak wajib menghitung 
kadar harta yang ingin dia zakatkan. Bila dari masyarakat masih ada yang belum 
paham mengenai ayat ke dua dalam pasal 21 UU No. 23 Tahun 2011 bisa 
meminta BAZNAS Karanganyar untuk menghitungnya, karena hal ini juga bagian 
dari tugas dari BAZNAS yang tercantum dalam UU. 
BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran kepada setiap 
muzaki. Oleh sebab itu setiap muzaki yang membayar zakat akan mendapat bukti 
setoran tersebut. Hanya saja dalam hal pengumpulan BAZNAS mempunyai 
strategi tersendiri guna mengefektifkan pengumpulan zakat di BAZNAS 
Kabupaten Karanganyar. Hal ini sudah Saya paparkan dalam BAB III mengenai 
penghimpunan. Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011  
b. Pendistribusian 
Dalam pasal 25 undang-undang No. 23 Tahun 2011 menjelaskan dengan 
sangat jelas bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan 
syariat islam. Dalam syariat Islam sudah dijelaskan ketentuan mustahik yang 
wajib menerima zakat. Hal ini sudah saya paparkan golonganyang wajib 
menerima zakat dalam BAB II. Berdasarkan Undang-Undang tersebut 
BAZANAS Karanganyar sudah jauh menerapkan skala prioritas bagi yang 
berhak mendapatkan dana zakat tentunya dengan memperhatikan prinsip 
keadilan. Dalam BAB III dijelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Karanganyar 
memiliki prinsip pendistribusian. Dalam prinsip ini tetap memperhatikan 
golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat. Adapaun dalam Al-
Qur’an Surah At-Taubah ayat 60  dijelaskan golongan orang-orang yang 
berhak menerima zakat, yang berbunyi : 
 
 ِبَاق ِ رلا ِيفَو ْمُُهبُوُلق َِةفَّلَؤُمْلاَو اَهَْيلَع َنيِلِمَاعْلاَو ِنيِكاَسَمْلاَو ِءاََرُقفْلِل ُتَاَقد َّصلا اَمَِّنإ
 ۗ ِ َّاللَّ َنِم ًةَضيِرَف ۖ ِلِيبَّسلا ِنْباَو ِ َّاللَّ ِلِيبَس ِيفَو َنيِمِرَاغْلاَو ٌميِكَح ٌميِلَع ُ َّاللََّو 
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Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, 
untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 
untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu yang diwajibkan 
Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60).
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Sehingga udang-undang yang baru sudah berjalan dengan sangat baik di 
BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Dengan pendistribusian ini harapan 
kedepannya semoga setiap mustahik mampu menjadi muzaki. Karena adanya 
zakat memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. 
c. Pendayagunaan 
Pendayagunaan zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terdapat 
dalam pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk 
usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan 
kualitas umat. Hal ini sudah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten 
Karanganyar dengan program yang dimilikinya. Lebih detailnya bisa dilihat 
dalam BAB III, dimana BAZNAS Kabupaten Karanganyar memiliki program 
unggulan dibidang pendayagunaan. Dalam ayat (2) pendayagunaan zakat 
untuk usaha produktif sebagaimana ketentuan dalam ayat (1) dilakukan bilama 
kebutuhan mustahik sudah terpenuhi. Ayat ke (2) ini sudah dilakukan oleh 
BAZNAS Karanganyar dimana BAZNAS Karanganyar mendayagunakan 
dana zakat bagi bantuan bibir sumbing dan sebagainya. 
Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Karanganayar merupakan faktor 




Setelah melakukan penelitian dan pengambilan data di lapangan, dan 
kemudian penulis menganalisis dan mendeskripsikan data tersebut dalam 
bentuk narasi dan gambar. Pada bab ini penulis akan melakukan kesimpulan 
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dari tulisan ini. Berkenaan dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 
2011 tentang pengelolaan zakat, merupakan suatu terobosan baru di dalam 
dunia perzakatan. Karena sebelum adanya Undang-Undang tersebut 
pengelolaan zakat masih merujuk pada UU yang lama. Dalam hal pengelolaan 
zakat, misalnya dibidang pengumpulan dalam undang-undang lama 
masyarakat masih memiliki kewenangan untuk melakukan pengumpulan 
zakat. Karena dalam undang-undang lama posisi masyarakat dan pemerintah 
masih sejajar dalam hal ini. Namun setelah adanya undang-undang baru 
masyarakat tidak memiliki kewenakan dalam melakukan pengumpulan zakat 
kecuali mereka yang ditunjuk oleh BAZNAS sebagai UPZ. 
Tentunya dalam hal ini mengalami sedikit pro dan dan kontra, sebab 
belum pahamnya masyarakat mengenai maksud dan tujuan dari undang-
undang ini. Oleh sebab itu BAZNAS Kabupaten Karanganyar lebih memilih 
strategi dalam proses pelaksanaan penerapan undang-undang baru. Sebab jika 
tidak diatur dengan baik undang-undang baru tidak akan berjalan dengan baik. 
Oleh sebab itu langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten 
karanganyar diantaranya: 
a. Sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 ke masyarakat 
dengan bekerjasama dengan orang-orang professional. 
b. Menggunakan kekuasaan dalam melakukan peraturan 
perundang-undangan. 
Dua cara tersebut undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat 
bisa diterapkan oleh BAZNAS kabupaten Karanganyar. Tentunya hal ini di 
dukung dengan munculnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 
Tahun 2014, tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Dengan 
adanya Undang-Undang tersebut seluruh BAZNAS harus manjadikan Undang-
Undang No. 23 Tahun 2011 sebagai undang-undang perzakatan yang berlaku di 
Indonesia. Sehingga sudah sangat wajar bilabanyak BAZNAS baru bisa 
menerapkan undang-undang yang baru di tahun 2014, meskipun ada juga 
beberapa BAZNAS yang belum maksimal dalam melakukan pengelolaan zakat 




Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa saran guna 
pengelolaan zakat yang berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 
senantiasa berjalan dengan baik. Diantaranya: 
1) BAZNAS Kabupaten Karanganyar untuk dapat selalu konsisten dalam 
melakukan sosialisasi kepeda masyarakat menegnai pentingnya zakat. 
Tentunya hal ini dilakukan agar menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat 
untuk senantiasa membayar zakat, khususnya bagi mereka yang mampu. 
2) Kepada pemerintah kabupaten Karanganyar agar tetap mengontrol 
pelaksanaan pengelolaan zakat guna menertibkan perzakatan di kabupaten 
karanganyar. 
3) Bagi peneliti selanjutnya, bisa mengembangkan penelitian ini kepada 
aspek relevansi antara undang-undang dengan kehidupan masyarakat. 
Khususnya dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. 
4) Bagi Amil zakat, agar selalu melaksanakan pengelolaan zakat secara 
professional, hal ini harus dilakukan sebagaimana tang sudah tercantum di 
dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011. 
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